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BUPATI WONOGIRI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 41 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

DANA PROGRAM  PENGELOLAAN PENDIDIKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI WONOGIRI 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perluasan akses, dan 

peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Wonogiri 
perlu didukung pembiayaan yang optimal dari 
Pemerintah Daerah  Kabupaten Wonogiri sesuai dengan 

kewenangannya; 

b. bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi 
Pendidikan Dasar dalam Penyelenggaraan Pendidikan 

yang terjangkau dan Bermutu/Gratis sebagaimana telah 
dirubah terakhir  dengan Peraturan Bupati Nomor 21 
tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan 

Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan yang terjangkau dan 
Bermutu/Gratis, sudah tidak sesuai dengan kondisi 

saat ini sehingga perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk 

Peraturan Bupati tentang Dana Program Pengelolaan 
Pendidikan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

SALINAN 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5670); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 

Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5157); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan PemeritahNomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Lembaran 
Negara Republik IndonesiaNomor 6648); 

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Juknis Pengelolaan Dana BOS 

Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 147); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 

2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 
Nomor 155); 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA PROGRAM 

PENGELOLAAN PENDIDIKAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang mempimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
 

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. 

5. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Madrasah Ibtida’iyyah (MI), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Dana Program Pengelolaan Pendidikan adalah dana pada kegiatan 
Pengelolaan Pendidikan SD dan kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP yang 

bersumber dari APBD. 

8. BOSDA adalah bantuan operasional sekolah daerah yang bersumber dari 
Dana Program Pengelolaan Pendidikan pada kegiatan Pengelolaan 

Pendidikan SD dan SMP sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan 
Ujian bagi Peserta Didik. 

9. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/ Madrasah yang selanjutnya 

disingkat RKAS/M adalah rencana biaya dan pendanaan program dan 
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kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis 
ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh Sekolah/ 
Madrasah. 

10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tertentu. 

11. GTT  adalah Guru Tidak Tetap, bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

12. PTT adalah Pegawai Tidak Tetap, bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang 

tua/wali peserta didik, komunitas Sekolah, serta tokoh masyarakat yang 
peduli pendidikan. 

14. Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut BOS 
Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan   
biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus 

nonfisik. 

15. Program Sekolah adalah penjabaran kebijakan sekolah dalam bentuk upaya 

yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya 
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Visi dan 
Misi sekolah. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

17. Tahun Anggaran pada Satuan Pendidikan adalah periode tahun anggaran 
APBD. 

18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/ 
Lembaga/ Perangkat Daerah. 

19. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK Pejabat 

pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 
satu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

21. Bendahara Pengeluaran adalah PNS pada Dinas yang mempunyai tugas 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang yang menjadi kewenangannya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

22. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah PNS pada Dinas  yang bertugas 
membantu Bendahara Pengeluaran menurut  ketentuan yang berlaku. 

23. Dapodik adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah 

dapat melaporkan Dapodiknya langsung ke Kementerian secara online 
melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun 
waktu. 

24. SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) adalah suatu sistem yang 
mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data 
pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat 

dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan.  
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Bagian Kedua 

Prinsip dan Tujuan 

 

Pasal 2 

Penggunaan Dana Program Pengelolaan Pendidikan dilakukan dengan prinsip:  

a. efektivitas yaitu penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, 
pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan 
Pendidikan;   

b. efisiensi yaitu penggunaan dana diupayakan untuk meningkatan kualitas 
belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;  

c. akuntabilitas yaitu penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara 

keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan 
perundang-undangan; dan   

d. transparansi yaitu penggunaan dana dikelola secara terbuka dan 
mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan 
Satuan Pendidikan. 

 

Pasal 3 

Dana Program Pengelolaan Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan 
perluasan akses dan meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan 
dasar.  

 

BAB II 

PENERIMA  

 
 

Pasal 4 

(1) Satuan Pendidikan penerima Dana Program Pengelolaan Pendidikan 

adalah:  
a. SD/MI negeri dan swasta; dan 

b. SMP/MTs negeri dan swasta. 

(2) SD dan SMP Negeri penerima Dana Program Pengelolaan Pendidikan 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.  

(3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (SD dan SMP 
swasta) dan sekolah dibawah Kementerian Agama penerima Dana  Program 
Pengelolaan Pendidikan diberikan dalam bentuk hibah, ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(4) Satuan Pendidikan penerima Dana Program Pengelolaan Pendidikan tidak 

diperkenankan menarik iuran wajib dalam bentuk apapun kepada peserta 
didik atau orang tua/ wali peserta didik.  

 

  Pasal 5 

(1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (SD dan 

SMP Negeri) wajib menerima Dana Program Pengelolaan Pendidikan. 

(2) Satuan Pendidikan (SD dan SMP Swasta, MI/MTs Negeri dan Swasta) yang 
tidak bersedia menerima Dana Program Pengelolaan Pendidikan, dapat 

mengajukan Surat Pernyataan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.  

(3) Surat Pernyataan tidak menerima Dana Program Pengelolaan Pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  ditandatangani oleh  Kepala Satuan 
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Pendidikan dan diketahui oleh pengurus Komite bagi sekolah negeri  atau 
Ketua Yayasan bagi sekolah swasta. 

 

BAB III 

PENGGUNAAN 

 
Bagian Kesatu  

Umum 

 
Pasal 6 

(1) Dana Program Pengelolaan Pendidikan terdiri dari : 

a. penyediaan biaya personil peserta didik; dan  

b. penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik. 

(2) Biaya personil atau biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a diberikan kepada peserta didik antara lain dalam bentuk pakaian 
seragam atau kain bahan seragam sekolah yang dikelola oleh Dinas. 

(3) Biaya penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah BOSDA yang 

digunakan untuk membiayai komponen pembiayaan pendidikan yang tidak 
diatur oleh komponen pembiayaan BOS regular dan/atau telah diatur oleh 
BOS regular tetapi belum mencukupi yang dikelola oleh Satuan Pendidikan. 

 

Bagian Kedua 

Penggunaan BOSDA 

 

Pasal 7 

(1) BOSDA digunakan untuk : 

a. Program Pengembangan Kompetensi Lulusan, terdiri dari sub program: 
1. Pencapaian kompetensi Akademik Peserta Didik, untuk kegiatan: 

a. penyusunan Program Peningkatan Mutu Lulusan; 
b. penyelenggaraan les mata pelajaran;  

c. pelaksanaan kegiatan Bedah Standar Kompetensi Lulusan (SKL); 
d. pelaksanaan Uji Coba AKM (Assesment Kompetensi Minimal); 
e. pelaksaaan Simulasi AKM; 

f. pelaksanaan Uji Coba AKM; 
g. pelaksanaan penguatan spiritual Emotional Spiritual Quotlent 

(ESQ); 

h. pelaksanaan Test Peningkatan Mutu (TPM); dan 
i. pelaksanaan Test Kemampuan Dasar (TKD). 

2. Pengembangan Kompetensi Non Akademik Peserta Didik, untuk 
kegiatan: 
a. penyelenggaraan pembinaan toleransi beragama, pendalaman 

agama, dan ibadah bersama (seagama); 
b. penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan; 

c. penyelenggaraan pesantren Ramadhan bagi siswa muslim, dan 
pendalaman keagamaan bagi siswa non muslim; 

d. menyelenggarakan Program Pendidikan Berbasis Keunggulan 

lokal; 
e. penyelenggaraan budaya literasi dan pemanfaatan perpustakaan 

sekolah; 
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f. penyelenggaraan pembinaan pencegahan penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika, zat adiktif (narkoba), minuman keras, 
merokok, dan HIV AIDS; 

g. penyelenggaraan penyuluhan hukum perlindungan anak, anti 
korupsi undang-undang IT, dan  tertib berlalu lintas; 

h. penyelenggaraan pembinaan hidup sehat dan peningkatan kesehatan 
reproduksi remaja; 

i. pelaksanaan penghijauan dan perindangan lingkungan sekolah; 

j. penyelenggaraan kegiatan 7K dan bakti sosial. 
3. Pembinaan Kesiswaan dalam rangka pengembangan karakter peserta 

didik, untuk kegiatan: 

a. pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB); 
b. penyelenggaraan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS); 

c. test IQ dan test potensi akademik; 
d. reorganisasi Pengurus OSIS; 
e. latihan Dasar Kepemimpinan (LDK); 

f. perkemahan Pramuka (Sistem Blok); 
g. penyelenggaraan Festival Seni Budaya pada akhir tahun; 

h. kegiatan Unjuk Kretivitas siswa dalam rangka Hari Jadi Wonogiri; 
i. pameran karya siswa dalam Gelar Potensi Pendidikan; 
j. kegiatan unjuk kreativitas siswa dalam rangka HUT sekolah; 

k. penyelenggaraan kegiatan HUT Kemerdekaan RI; 
l. penyelenggaraan kegiatan dalam rangka Hardiknas; 
m. kegiatan hari besar nasional lainnya; dan 

n. pengembangan mading dan penerbitan majalah siswa. 
 

b. Program Pengembangan Standar Isi, terdiri dari sub program: 
1. Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), untuk 

kegiatan : 

a. pengembangan dan penyempurnaan dokumen KTSP Buku I; 
b. penyelenggaraan analisis Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi 

Dasar (KD) masing-masing mapel; 

c. penyusunan KTSP Buku II : Program Tahunan, Program Semester, 
dan Silabus; 

d. Penyusunan Program Layanan Bimbingan Konseling (BK); 
e. penyusunan Program Layanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK); 

f. penyusunan Kalender Pendidikan (Kaldik); 
g. penyelenggaraan sosialisasi kurikulum kepada stake holders 

sekolah; dan 
h. penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

2. Penyediaan Kebutuhan Pengembangan Peserta Didik, untuk kegiatan : 

a. penyusunan bahan ajar/lembar kegiatan siswa oleh guru; 
b. penyusunan Program Layanan Perpustakaan, Laboratorium; 
c. penyusunan Program Ekstrakurikuler. 

   

c. Program Pengembangan Standar Proses 

1. Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran Efektif, untuk kegiatan : 
a. pembagian tugas guru dalam kegiatan pembelajaran, layanan BK, 

dan layanan TIK; 

b. pengadaan dokumen pendukung pembelajaran : jurnal mengajar, 
agenda guru, presensi siswa; 

c. pengembangan bahan ajar; 

d. pengembangan media pembelajaran; 
e. pengembangan media pembelajaran dan IT; dan 

f. pengembangan model pembelajaran. 
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2. Pengembangan layanan dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran 
efektif, untuk kegiatan : 
a. penyelenggaraan layanan Bimbingan Konseling; 

b. penyelenggaraan layanan TIK; 
c. penyelenggaraan dan Program Literasi: Pengadaan buku siswa, 

buku guru, buku referensi, perlengkapan perpustakaan; 
d. penyelengaraan layanan laboratorium; dan 
e. penyelenggaraan layanan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). 

3. Pelaksanaan pembinaan dan lomba akademik dan non akademik, 
untuk kegiatan : 
a. pembinaan dan lomba mata pelajaran; 

b. pelaksanaan ekstrakurikuler dalam rangka mendukung 
pembalajaran efektif; 

c. pembinaan dan lomba Kompetisi Sains Nasional (KSN); 
d. pembinaan dan lomba Kompetisi Olahraga dan Seni Nasional 

(KOSN); 

e. pembinaan dan pelaksanaan Gala Siswa Indonesia (GSI); 
f. pembinaan dan lomba FLS2N; 

g. pembinaan lomba Karya Ilmiah Remaja (KIR); 
h. pembinaan dan lomba dalam rangka POPDA; 
i. pelaksanaan lomba kegiatan Pramuka; 

j. penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni (ORSENI); 
k. penyelenggaraan lomba Seni Budaya; 
l. penyelenggaraan Jumbara Palang Merah Remaja (PMR); 

m. pelaksanaan lomba keagamaan (MTQ, MAPSI, dan lainnya); 
n. pelaksanaan lomba tingkat sekolah dalam rangka class meeting 

atau HUT Sekolah; dan 
o. penyelenggaraan lomba lainnya. 
 

d. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
1. Peningkatan Kompetensi Pendidik (Guru), untuk kegiatan: 

a. mengikuti diklat fungsional, seminar, lokakarya, dan forum ilmiah 

guru; 
b. mengikuti kegiatan kolektif guru dalam MGMP/ MGBK/ MGTIK; 

c. penyelenggaraan In House Training (IHT)  dan pelatihan Guru; 
d. penyelenggaraan lomba guru berprestasi, Olimpiade Guru 

Nasional (OGN), Inobel, dan lomba lainnya; 
e. penyelenggaraan workshop Pengembangan Keprofesian 

Berkelanjutan (PKB); 

f. penyelenggaraan workshop Penilaian Kinerja Guru (PK guru); dan 
g. penyelenggaraan karang pamitran. 

2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah, untuk kegiatan: 

a. mengikuti diklat manajemen pengelolaan sekolah, seminar, atau 
lokakarya; 

b. mengikuti diklat peningkatan kompetensi Kepala Sekolah; dan 
c. mengikuti kegiatan kolektif dalam Musyawarah Kerja Kepala 

Sekolah (MKKS), pembinaan, dan forum ilmiah lainnya. 

3. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan, untuk kegiatan: 
a. mengikuti diklat/pelatihan peningkatan kompetensi tenaga 

kependidikan; 

b. penyelenggaraan IHT peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai 
tupoksinya untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, 

dll; dan 
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c. pembinaan tenaga kependidikan : tenaga ketatausahaan, tenaga 
perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga UKS, dan layanan 
khusus. 

 

e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan 

1. Pemeliharaan/perawatan Sekolah, untuk kegiatan: 
a. perawatan/pemeliharaan prasarana: gedung, WC Kamar mandi, 

halaman, pagar, taman, dan sejenisnya 

b. perawatan peralatan/ inventaris kantor; 
c. perawatan peralatan dan media pembelajaran; 
d. perawatan mebelair Sekolah; dan 

e. perawatan peralatan Laboratorium, perpustakaan, UKS, dan unit 
layanan lainnya. 

2. Pengadaan bahan dan alat Pelajaran, untuk kegiatan: 
a. pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar dan 

multi media pembekajaran 

b. pengadaan Bahan Praktik Prakarya/ ketrampilan. 
c. pengadaan multi media pembelajaran; dan 

d. pengadaan sarana penunjang lainnya. 
 

f. Pengembangan Standar Pengelolaan  

1. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi dalam rangka 
penjaminan mutu sekolah untuk kegiatan: 
a. pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS); 

b. penyelenggaraan Lomba Sekolah: Lomba Adi Wiyata, 
Perpustakaan dan lainnya; dan 

c. pengembangan Sekolah Model, Sekolah Rujukan, Sekolah Inklusi, 
Sekolah Ramah Anak, Sekolah Sehat. 

2. Pengumpulan dan Penggunaan Data sekolah, untuk kegiatan : 

a. pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sekolah (SIM); 
b. penyusunan Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK; 
c. penyusunan Program Ketatausahaan; 

d. pelaksanaan updating data kesiswaan; dan 
e. penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan. 

3. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, untuk 
kegiatan : 

a. kerjasama dengan sekolah model dan sekolah rujukan; 

b. penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian pegawai; 
c. pengelolaan penilaian angka kredit dan Kenaikan Pangkat 

Pegawai. 
4. Koordinasi dan Peran Serta Masyarakat, untuk kegiatan;penyusunan 

leaflet; 
a. penyusunan leaflet; 
b. rapat koordinasi guru karyawan dan sosialisasi kebijakan-

kebijakan; 
c. rapat koordinasi  Komite Sekolah; 
d. rapat koordinasi wali murid : sosialisasi program sekolah, 

sosialisasi ujian, dan lainnya; dan 
e. penyelenggaraan Jejaring Dunia Usaha, Alumni. 

 

g. Pengembangan Standar Pembiayaan 
1. Pengelolaan Pembiayaan kebutuhan sehari-hari, untuk kegiatan : 

a. minum harian guru/ pegawai; 
b. konsumsi tamu; 
c. konsumsi rapat dinas; 

d. pembelian gas; 
e. pengadaan alat rumah tangga sekolah (RTS);  
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f. pengadaan alat kebersihan; 
g. pembayaran iuran internet; 
h. penyelenggaraan kegiatan pendokumentasian nilai aset semua 

sarpras sekolah; 
i. mengikuti workshop peningkatan kompetensi pengelolaan 

keuangan sekolah; 
j. penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, dan 

pengelolaan keuangan sekolah; 

k. pembayaran rek listrik; 
l. pembayaran rek telepon; 
m. pembayaran langganan internet; 

n. pembayaran retribusi keamanan dan sampah; dan 
o. pembayaran langganan PDAM. 

2. Dukungan Sumber Daya dan Dana Alternatif, untuk kegiatan: 
a. pembayaran honorarium GTT dan PTT; 
b. honorarium guru PNS atau non PNS dalam rangka pelaksanaan 

les, atau kegiatan ekstra kurikuler lainnya; 
c. tambahan penghasilan untuk petugas khusus seperti bendahara 

BOSDA; 
d. upah tukang; 
e. biaya perjalanan dinas Kepala Sekolah; 

f. biaya perjalanan dinas guru;   
g. biaya perjalanan dinas tenaga administrasi; dan 
h. biaya materai. 

h. Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 
1. Perencanaan Penilaian Peserta Didik, untuk kegiatan : 

a. pengembangan dan sosialisasi program penilaian kepada siswa; 
penyusunan perangkat penilaian : daftar nilai, aplikasi penilaian, 
rapor; 

b. penyusunan kriteria kenaikan kelas mengacu peraturan yang 
berlaku; dan 

c. penyusunan kriteria kelulusan mengacu peraturan yang berlaku. 
2. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik, untuk kegiatan : 

a. pelaksanaan penilaian akhir semester ; dan 

b. pelaksanaan penilaian akhir tahun/kenaikan kelas. 
3. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan, untuk 

kegiatan : 

a. pelaksanaan penilaian ujian sekolah (praktik); dan 
b. pelaksanaan penilaian ujian sekolah (tertulis). 

4. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pemerintah, untuk 
kegiatan Pelaksanaan Penilaian Ujian Nasional: 
a. pelaksanaan sosialisasi AKM (Assesemen Kompetensi Minimal); 

b. kegiatan persiapan AKM; 
c. pelaksanaan AKM; 

d. pelaksanaan penerimaan hasil Ujian; 
e. pelaksanaan Pelaporan Kelulusan; dan 
f. penulisan ijazah. 

(2) Belanja penggunaan pembiayaan BOSDA sebagaimana dimaksud di atas, 
mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

  

Pasal 8 

(1) Penggunaan BOSDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), 

diprioritaskan untuk pembayaran honorarium GTT SK Bupati 
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(2) Besaran komulatif honorarium dan insentif yang diterima oleh setiap GTT 
SK Bupati, paling sedikit sebesar UMK (Upah Minimum Kabupaten) atau 
sesuai kemampuan keuangan Daerah.  

(3) Bagi GTT yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, maka kumulatif 
honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud ayat (2) paling banyak Rp. 

725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). 

(4) Jika komulatif honorarium dan insentif yang diterima oleh setiap GTT SK 
Bupati pada sekolah negeri penerima BOSDA belum memenuhi besaran 

kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka diberikan 
penambahan dana sebatas kekurangan dimaksud. 

(5) Penambahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari 

BOSDA.  
(6) Bila pemenuhan honorarium GTT ber SK Bupati sudah dipenuhi BOSDA 

dapat digunakan untuk membiayai standar yang lain.   

 

BAB IV 

BESARAN  ALOKASI BOSDA 

 

Pasal 9 

(1) Besaran alokasi BOSDA dihitung berdasarkan besaran satuan biaya 
masing-masing sekolah dikalikan jumlah peserta didik dengan ketentuan  

sebagai berikut: 
a. bagi SD/MI yang memiliki jumlah peserta didik lebih dari 150 (seratus 

lima puluh), BOSDA per tahun dialokasikan sebesar Rp. 152.000,- 

(seratus lima puluh dua ribu rupiah)  x jumlah Peserta Didik;  
b. bagi SD/MI yang memiliki jumlah peserta didik lebih dari 60 (enam 

puluh) hingga 150 (seratus lima puluh), BOSDA per tahun dialokasikan 
sebesar Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) x 
jumlah Peserta Didik; 

c. bagi SD/MI yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam 
puluh), maka BOSDA per tahun dialokasikan sebesar 60 (enam puluh) 

peserta didik x Rp. 187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);  
d. bagi SMP/MTs yang memiliki jumlah peserta didik lebih dari 150 

(seratus lima puluh), BOSDA per tahun dialokasikan sebesar Rp. 

204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah)  x jumlah Peserta Didik;  
e. bagi SMP/MTs yang memiliki jumlah peserta didik lebih dari 60 (enam 

puluh) hingga 150 (seratus lima puluh), BOSDA per tahun dialokasikan 

sebesar Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) x jumlah Peserta 
Didik; dan 

f. bagi SMP/MTs yang memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60 (enam 
puluh), maka BOSDA per tahun dialokasikan sebesar 60 (enam puluh) 
peserta didik x Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah).  

 

(2) Penentuan jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan data  Dapodik September tahun sebelumnya. 

(3) Apabila sampai bulan September Dapodik belum valid,  data diambil 
berdasarkan jumlah riil jumlah peserta didik di Satuan Pendidikan.  
 

Pasal 10 

(1) Satuan biaya masing-masing sekolah negeri ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

(2) Satuan biaya yang diselenggarakan oleh masyarakat (SD dan SMP swasta) 
dan Satuan Pendidikan dibawah kewenangan Kementerian Agama) 
ditetapkan oleh Bupati. 
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BAB V 

PENGELOLAAN DANA 

 

Bagian Kesatu 

Pengelolaan oleh Dinas 

 

Pasal 11 

(1) Pengelolaan Dana Program Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan oleh 

Dinas dan Satuan Pendidikan sesuai  kewenangannya. 

(2) Pengelola di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari PA, 
KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran.  

(3) Tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola dana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) adalah :   

a. PA adalah Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 
kegiatan. Pengguna Anggaran (PA) dapat melimpahkan Sebagian 
kewenangannya kepada KPA; 

b. KPA bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pengelolaan  
meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 

c. PPTK adalah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai 
tugas dan wewenang membantu PA, yang ditetapkan dengan 
keputusan Kepala Dinas; 

d. Bendahara Pengeluaran adalah PNS Dinas yang ditetapkan dengan 
keputusan Bupati, mempunyai tugas menerima, menyimpan, 
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD; dan 

e. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah PNS pada Bidang 

Pendidikan Dasar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas, 
mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran. 

 

Bagian Kedua 

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan 

 

Pasal 12 

(1) BOSDA disalurkan kepada Satuan Pendidikan, dan dikelola oleh Satuan 

Pendidikan. 

(2) Dalam mengelola BOSDA Kepala sekolah membentuk Tim BOSDA di 
Satuan Pendidikan, terdiri dari: 

a. kepala sekolah sebagai penanggungjawab; 

b. bendahara sekolah; dan 

c. anggota, dari unsur guru atau komite sekolah. 

(3)  Tim BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan SK 
Kepala sekolah/madrasah. 

(4) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas pengelolaan BOSDA di 
Satuan Pendidikan. 

(5) Tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), meliputi : 

a. membuat RKAS mengacu pada pasal 6 ayat (1) dan (2); 
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b. membuat surat pernyataan jumlah siswa dan menandatanganinya di 
atas materai untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas sebagai 
dasar acuan pencairan dana; 

c. melakukan pembukuan secara tertib; 

d. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana setelah dana 

diterima; 

e. bersedia diaudit oleh Dinas/lembaga yang  berwenang  terhadap  
semua dana yang diterima; dan 

f. melaporkan hasil pembelian barang yang menjadi aset Satuan 
Pendidikan yang dibiayai dari BOSDA.   

 

Bagian Ketiga 

Penataausahaan BOSDA 

 

Pasal 13 

(1) Permintaan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran dengan 

mengajukan Nota Pencairan Dana (NPD) oleh bendahara sekolah melalui 
PPTK. 

(2) Satuan Pendidikan dapat mengajukan nota pencairan dana dengan 
menggunakan 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja UP (uang persediaan), 
belanja LS (langsung), dan Belanja TU (Tambah Uang). 

a. Mekanisme belanja UP, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pelimpahan uang persedian kepada bendahara sekolah dilakukan 
secara proporsional dengan mempertimbangkan prioritas 

pelaksanaan program kegiatan pada SKPD. 

2. Dalam pengendalian dan optimalisasi penggunaan uang persediaan 

maka setiap akhir bulan bendahara sekolah menyetor kembali sisa 
uang pelimpahan yang tidak/belum digunakan.  

3. Setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui pagu anggaran 

di RKAS 
4. Pembayaran kepada satu rekanan tidak diperkenankan melebihi 

jumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), kecuali pembayaran 
honor, dan belanja langganan daya dan jasa. 

5. Dalam setiap pembayaran harus berdasarkan bukti-bukti yang sah. 
 

b. Mekanisme belanja LS, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pencairan belanja LS untuk pengadaan barang dan jasa dapat 
diajukan bendahara sekolah bila pengajuan belanja barang kepada 

pihak ketiga di atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta), dengan 
mekanisme : 
a) Pengajuan di atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) sampai              

Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dalam bentuk belanja langsung 
yang dikelola oleh Satuan Pendidikan dengan membentuk Tim 

pengadaan barang dan jasa di sekolah; 
b) Pengajuan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) sampai                    

Rp.  200.000.000 (dua ratus juta) dalam bentuk pengadaan 

langsung dapat dikelola oleh Satuan Pendidikan apabila Satuan 
Pendidikan memiliki perangkat pengadaan. Bila Satuan 
Pendidikan tidak memiliki perangkat pengadaan maka pengadaan 

dilaksanakan oleh dinas Pendidikan.  
2. Pembayaran Honorarium GTT dan PTT. 
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c. Mekanisme belanja TU, dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Tambahan belanja UP dapat digunakan apabila UP tidak mencukupi 

karena sudah direncakanan untuk lain, maka bendahara sekolah 

dapat mengajukan belanja TU untuk kebutuhan satu bulan dan tidak 
diperbolehkan digunakan untuk membiayai pembayaran belanja 

modal atau menurut ketentuan harus dibayarkan dengan belanja LS. 
2. Pengajuan belanja TU setinggi-tingginya sebesar pagu anggaran kegiatan 

dan harus mendapatkan persetujuan dari PA terlebih dahulu dengan 

memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. 
3. Apabila dana Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan dalam 1 

(satu) bulan, maka sisanya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. 

 

BAB V 

PELAPORAN 

 

Pasal 14 

(1) Pelaporan penggunaan BOSDA dilakukan oleh Satuan Pendidikan dan 
Dinas sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

(2) Kepala Satuan Pendidikan harus melaporkan semua penggunaan atas 
penyaluran BOSDA pada setiap tahap kepada Kepala Dinas melalui Kepala 
Bidang Pendidikan Dasar. 

(3) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) maka penyaluran BOSDA pada tahap berikutnya 
tidak dapat dilakukan.  

 

BAB VI 

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 15 

(1) Monitoring, evaluasi, dan pengawasan  pengelolaan BOSDA untuk SD dan 
SMP dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Bidang Pendidikan Dasar 

dan/ atau Pengawas Daerah Binaan masing-masing. 

(2) Monitoring, evaluasi, dan pengawasan pengelolaan BOSDA untuk MI dan 
MTs dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kepala Kementerian Agama 

melalui Pengawas Daerah Binaan masing-masing. 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 16 

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka : 

a. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang pedoman 

Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang 

terjangkau dan Bermutu/Gratis (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri 
Tahun 2018 Nomor 31); 

b.  Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 88 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Wonogiri nomor 31 Tahun 2018 tentang pedoman 
Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang 
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terjangkau dan Bermutu/Gratis (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri 
Tahun 2018 Nomor 88);; dan 

c.  Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri nomor 31 Tahun 2018 tentang 
pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan 
Pendidikan yang terjangkau dan Bermutu/Gratis (Berita Daerah 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 21);. 

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 
 

Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal 16 Juni 2021 

BUPATI WONOGIRI, 

Ttd 

JOKO SUTOPO 

 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 16 Juni 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN WONOGIRI 
 

Ttd 

HARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 

NOMOR 41 
 

 
 
 


